BAB II

IJARAH DAN ‘URF

A. Al-ljarah
1. Pengertian Jjarah
Dalam bahasa Arab, ijarah berasal dari kata 5l yang sinonimnya
adalah:’
a. c,s,)éi yang artinya menyewakan, seperti dalam kalimat N
(menyewakan sesuatu).
b, 1yl o] yang artinya memberi upah, seperti dalam kalimat 1 o RN
(ia memberikan kepada si fulan upah sekian).
c. 4% yang artinya memberinya pahala, seperti dalam kalimat s3i& 2 Al
(Allah memberikan pahala kepada hambanya).
Menurut Rachmat Syafei, jiarah secara bahasa adalah 4xiidl a (menjual
manfaat).”
Al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwadu, yang menurut
pengertian bahasa Indonesia adalah ganti dan upah.’ Menurut pengertian

syara’, ijarah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat melalui jalan

' Ahmad Wardi Muslich, Figh Mu‘amalah, (Jakarta: Amzah, 2010), 315.

2 Rachmat Syafei, Fikih Mu‘amalah, 121.

3 Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, Fikih Mu‘amalah, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011),
167.
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penggantian. Sementara itu, a/-fjarah juga dapat diartikan sebagai upah, sewa,
jasa, atau imbalan.* Jadi, pengertian al-ijjarah adalah akad pemindahan hak
guna atas barang atau jasa dengan membayar upah tanpa diikuti pemindahan
kepemilikan.

Pengertian Jjjarah menurut para ulama berbeda-beda, di antaranya
adalah?’

a. Menurut Hanafiyah
J\ﬂ}&upjﬂ iadia e ide 5isi

ljarah adalah akad atas manfaat dengan imbalan berupa harta.

b. Menurut Malikiyah
Al g sl g Raglts B4 20 (25 (00 BT g S G

ljarah adalah suatu akad yang memberikan hak milik atas manfaat suatu
barang yang mubah untuk masa tertentu dengan imbalan yang bukan
berasal dari manfaat.

¢. Menurut Syafi’iyah
e}iu¢y 31y Jcl Al 1 gas 53 s aaits Joli : msth die

Akad ijarah adalah suatu akad atas manfaat yang dimaksud dan tertentu
yang bisa diberikan dan dibolehkan dengan imbalan tertentu.

d. Menurut Hanabilah

Lealias @b} ;\Jg\j l}i\ .h.nia Adnss c?L.J\ &5“' ¥73 &th

4 Ahmad Mujahidin, Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di
Indonesia, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 185.
5 Ahmad Wardi Muslich, Figh Mu‘amalah, 316-317.
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Ijarah adalah suatu akad atas manfaat yang bisa sah dengan lafal ijarah dan
kara’ dan semacamnya.

Menurut Syekh Muhammad bin Qasim al-Gazy pengertian ijarah
menurut syara’ adalah suatu bentuk akad atas kemanfaatan yang telah
dimaklumi, disengaja dan menerima penyerahan, serta diperbolehkannya
dengan penggantian yang jelas.6

Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa ffarah adalah
akad atas manfaat dengan imbalan. Dengan demikian objek ijarah adalah
manfaat. Manfaat adakalanya berupa manfaat dari barang, seperti rumah untuk
ditempati, adakalanya berbentuk karya, seperti karya seorang penjahit, dan
terkadang juga berbantuk sebagai kerja pribadi seseorang yang menggunakan
tenaganya seperti buruh dan sebagainya.’

2. Dasar Hukum Jjarah

Masalah jjarah (jasa atau upah) merupakan salah satu kebutuhan dalam
kehidupah di dunia ini. Oleh karena itu, Islam telah memberi pedoman dasar
untuk memenuhi kebutuhan manusia terhadap masalah tersebut.® Jarsh

merupakan akad yang diperbolehkan dalam Islam, hal ini berdasarkan atas

dalil-dalil yang ada dalam Al-Qur’an, Al-Hadis maupun Ijma’ ulama.’

¢ Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghazy, Terjemah Fathul Qarib, (diterjemahkan oleh Ahmad
Sunarto, dari kitab Fath al-Qarib), jilid I (Surabaya: Al-Hidayah, t.t), 426.

7 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, (diterjemahkan oleh Kamaluddin A.), jilid 13, (Bandung:
Alma’arif. Cet. 6, 1996), 15.

8 Mahjuddin, Dirasah Islamiyah Bagian Ilmu Figh, (Pasuruan: PT. Garoeda Buana Indah. Cet.
I, 1995), 39.

® Dimyauddin Djuwaini, Figh Mu‘amalah, (Y ogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 153.
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a. Al-Qur’an

Dalil Al-Qur’an yang menjelaskan tentang kebolehan jjarah terdapat

pada surat Al-Baqarah ayat 233:

Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak
ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut
yang patut. Bertakwalah kamu kepada AIIaIJ dan ketahuilah bahwa

Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan."®
Ayat di atas menjelaskan bahwa apabila orang tua bayi telah sepakat
anaknya disusukan oleh perempuan lain, maka hal itu dibolehkan dengan
syarat memberi upah yang patut pada perempuan itu atas manfaat yang
telah diberikan kepada bayi. Dengan demikian ayat di atas menjadi dasar
atas dibolehkannya mendapat pembayaran atas pekerjaan, manfaat atau
jasa yang dilakukan kepada orang lain."

Kebolehan jjarah juga terdapat dalam surat Al-Kahfi ayat 77:

IR 24

b 13555 Ui shoad of 15 Gl LiaanTas Tl TWHITS) (5 GG
(ol e S5 2 5 06 6B kg of 4 e
Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada

penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri
itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian

' Departemen Agama Republik Indonesia, A/-Qur’an dan Terjemahnya, 47.
" Sayyid Quthb, Tafsir £i Zhilalil Qur’an, Jilid 1, (Jakarta: Gema Insani, 2000), 302
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keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir

roboh, maka Khidir mencgakkan dinding itu. Musa berkata: "Jikalau

kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu”. 1

Ayat di atas menjelaskan bahwa apabila seseorang telah
menyelesaikan pekerjaan seperti yang dilakukan oleh Khidir yang
menegakkan dinding rumah penduduk yang hampir roboh, maka ia berhak
untuk meminta upah atas pekerjaan yang telah diselesaikannya,
sebagaimana yang diusulkan oleh Nabi Musa: “Jikalau kamu mau, niscaya
kamu mengambil upah untuk itu”."”

Dari kedua ayat tersebut jelas bahwa akad Jjjarah hukumnya
dibolehkan kerena akad tersebut memang dibutuhkan oleh masyarakat.

b. Al-Hadis

Selain dar dalil Al-Qur’an di atas, dalil jjarah juga terdapat dalam
beberapa hadis Nabi SAW. mengenai kebolehan mengambil upah dalam
suatu pekerjaan. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan
oleh Bukhari sebagai berikut:

b G B Y G g 06 gy e A o 3 5 Bh o
o oty 1K Y gl b W L G5+ J6 ¢ & ¢ & e
Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, ia bersabda : “Allah tidak

mengutus seorang Nabi, melainkan Nabi itu mesti mengembala
kambing”. Lalu para sahabat bertanya : dan engkau juga? Nabi pun

2 Departemen Agama Republik Indonesia, A-Qur’an dan Terjemahnya, 413.

13 Sayyid Quthb, Tafsir i Zhilalil Qur’an, Jilid VII, 335

¥ Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mugirah al-Bukhari, Sahih Al-
Bukhari, (Bairut: Dar al-Kutub al-Iimiyah, 2009), 56.
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menjawab @ “Ya, aku juga pernah mengembala kambing milik
penduduk Mekkah dengan beberapa qirath”.(HR. Bukhari)"®

Hadis ini menunjukkan dibolehkannya bekerja sebagai pengembala
kambing dengan mengambil upah. Termasuk juga dibolehkan mengembala
hewan-hewan lainnya.

Dalam sebuah hadis dari Ibnu Umar dibolehkan mendapat upah dari
separoh hasil panen :

O3 SRy 25 1 oy e i o G0 it 5 20 365 et J6
O 3% ¢l 548 B % G 1oy K g s el i o (00 g o D
\1(‘5)\’,._’“ olgy) .‘..Lq s a4 g\.p gﬂ\ unfs (P 33 b-‘i\ s J-Aaj ,S-" g‘
Imam Bukhari berkata: dan Ibnu Umar berkata: Nabi SAW. memberi
(upah) separoh (dari hasil) tanah Khaibar (kepada para pekerja). Dan
yang demikian itu terjadi pada masa Nabi SAW. Abu Bakar dan
dipermulaan masa pemerintahan Umar. Sedangkan Ibnu Umar tidak
menyebutkan bahwa Abu Bakar dan Umar memperbaharui
(perjanjian) penyewaan itu setelah Nabi wafat.(HR. Bukhari)"

Dalam hadis di atas dijelaskan bahwa, bekerja sebagai buruh dalam

waktu tertentu dengan upah tertentu adalah boleh.
c. Ijma’
Umat Islam pada masa sahabat telah berijma’ bahwa jjarah

dibolehkan karena bermanfaat bagi manusia.'® Upah buruh berupa

makanan dan pakaiaan juga dibolehkan, sebagaimana tindakan Abu Bakar,

'* Al-Hafizh Tonu Hajar Al-Asqalani, Bulig al-Maram, 407.

!¢ fmam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mugirah al-Bukhari, Safifi Al-
Bukhari, 63.

17 Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bufug al-Maram, 408.

18 Rachmat Syafei, Fikih Mu‘amalah, 124.
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Umar, Abu Musa dan Abu Hurairah dari kalangan para sahabat, dan tidak
ada seorangpun yang mengingkarinya."’
3. Rukun dan Syarat Jjarah
a. Rukun Jjarah
Rukun jjarah menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu 7jab dan
gabul yakni pernyataan dari orang yang menyewa atau mempekerjakan
orang dan orang yang menyewakan atau orang yang bekerja pada orang
lain. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun jjarah ada empat yakni:
1) Agid, yaitu orang yang menyewa atau mempekerjakan orang lain dan
orang yang menyewakan atau orang yang bekerja pada orang lain,
2) Sigat, yaitu jjabdan gabul
3) Ujrah, yaitu uang sewa atau upah, dan
4) Manfaat baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan
tenaga dari orang yang bekerja.?’
b. Syarat Jjarah
Syarat-syarat dalam jjarah terdiri dari empat syarat adalah:
1) Syarat terjadinya akad (syarat in’igad) adalah syarat yang berkaitan
dengan ‘agid, akad dan objek akad. Syarat yang berkaitan dengan ‘agid

(orang yang berakad) menurut Hanafiyah adalah berakal dan

' Sahal Machfudz dan Must afa Bisri, Ensiklopedi Ijma’, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), 761
 Ahmad Wardi Muslich, Figh Mu‘amalah, 320.
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mumayyiz, dan baligh menurut Hanabilah?' sedangkan menurut

Syafi’iyah syarat ‘agid adalah cerdas dan tidak terpaksa.?

2) Syarat sahnya akad, untuk sahnya akad ijarah harus terpenuhinya
syarat-syarat yang berkaitan dengan ‘agid (orang yang berakad),
ma’qud ‘alaih (objek akad), dan ujrah (upah). Syarat-syarat tersebut
adalah sebagai berikut :

a) Persetujuan kedua belah pihak? dalam melakukan akad yakni
perjanjian antara kedua belah pihak harus saling setuju dan sama-
sama rela antara keduanya, apabila salah seorang diantaranya
terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah,”* hal ini
sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 29:

o5 ol W ity oy (Sl el 1200 il s

P Ay

) oy 355 HE A &y MII)L:&Y, rﬁ.‘fl,,upa,;

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan
perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.
dan janganlah kamu membzmub dirimu. Sesungguhnya Allah adalah
Maha Penyayang kepadamu®’

Kerelaan kedua belah pihak dalam bertransaksi juga dijelaskan

dalam Kaidah Fikih sebagai berikut:

! Ibid, 321.

2 Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin, Figih Mazhab Syafi’i (Edisi Lengkap), Buku 2, (Bandung:
Pustaka Setia. Cet. II, 2007), 139.

2 Ahmad Wardi Muslich, Figh Mu‘amalah, 322.

** Abd. Hadi, Dasar-dasar Hukum Fkonomi Islam, (Surabaya: PMN & IAIN Press, 2010), 198.

2 Departemen Agama Republik Indonesia, A/-Qur’an dan Terjemahnya, 107.
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Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak
yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan.”®

Keridhaan dalam transaksi merupakan prinsip. Oleh karena itu,
transaksi baru sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah
pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam
keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu, bisa terjadi
waktu akad sudah saling meridai, tetapi kemudian salah satu pihak
merasa tertipu, artinya hilang keridhaannya maka akad tersebut
batal.”’

b) Objek akad yaitu manfaat harus jelas, sehingga tidak menimbulkan
perselisihan. Kejelasan objek akad ijarah bisa dilakukan dengan
menjelaskan objek manfaat yaitu jenis pekerjaan yang harus
dilakukan oleh tukang atau pekerja.?®

c) Objek akad jjarah harus dapat dipenuhi, baik menurut hakiki maupun
syar’i, oleh karena itu tidak sah menyewa tenaga wanita yang
sedang haid untuk membersihkan masjid.29

d) Manfaat yang menjadi objek akad harus manfaat yang diperbolehkan

oleh syara’. Oleh karena itu menyewa orang untuk membunuh orang

% A. Djazuli, Kaidah-K aidah Fikih, (Jakarta: Kencana. Cet. IV, 2011), 130.

27 Ibid,

% Ahmad Wardi Muslich, Figh Mu‘amalah, 323

® Ibid.
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lain atau menganiayanya tidak diperbolehkan karena itu merupakan
pengambilan upah untuk perbuatan maksiat.*

e) Pekerjaan yang dilakukan bukan kewajiban orang yang disewa (gjir)
sebelum dilakukannya Jjarah. Hal ini dikarenakan seseorang yang
melakukan pekerjaan yang wajib ia kerjakan tidak berhak menerima
upah atas pekerjaan itu.*!

f) Orang yang disewa tidak boleh mengambil manfaat dari
pekerjaannya untuk dirinya sendiri. Apabila ia memanfaatkan
pekerjaan itu untuk dirinya sendirinya sendiri maka Jjarah tidak
sah.”?

g) Upah harus jelas, artinya sebelum pekerjaan dilaksanakan harus
sudah ada ketentuan yang pasti tidak boleh garar° dan jumlahnya
diketahui oleh kedua belah pihak™ serta berupa mal mutagawwim,
syarat ini disepakati para ulama, syarat ma/ mutaqawwim diperlukan

karena upah merupakan harga atas manfaat.”

® Ibid, 324

3 Ibid,

2 Ibid, 325.

* Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad, Kifayah al-Akhyar, 250.
Zalnuddm Hukum Perdata Islam di Indonesia, 150.

% Ahmad Wardi Muslich, Figh Mu‘amalah, 326.
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4, Macam-Macam Jjarah
Menurut Ahmad Wardi Muslich jjarah ada dua macam :

a. ljarah atas manfaat, yang disebut dengan sewa-menyewa. Dalam Jjjarah ini
objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda. Akad sewa menyewa ini
dibolehkan atas manfaat yang mubah, adapun manfaat yang diharamkan
tidak boleh disewakan.”

b. Ijarah atas pekerjaan atau upah mengupah merupakan suatu akad untuk
melakukan suatu perbuatan tertentu, misalnya membangun rumah,
menjahit pakaian dan sebagainya. Orang yang melakukan pekerjaan disebut
ajir atau tenaga kerja. Ajir atau tenaga kerja ada dua macam’’ yaitu:

a) Ajir (tenaga kerja khusus), adalah orang yang bekerja pada satu orang
untuk masa tertentu. Dalam hal ini ia tidak boleh bekerja pada orang
lain selain orang yang mempekerjakannya itu, seperti pembantu rumah
tangga.

b) Ajir (tenaga kerja) musytarak, adalah orang yang bekerja kepada lebih
dari satu orang sehingga mereka bersekutu dalam memanfaatkan
tenaganya, seperti tukang jahit, pengacara dan scbagainya. Ajir
musytarak ini hukumnya boleh bekerja pada siapa saja untuk semua
orang dan orang yang menyewa tanaganya tidak boleh melarangnya

untuk bekerja pada orang lain.

% Ibid, 330.
37 Ahmad Wardi Muslich, Figh Mu‘amalah, 333.
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S. Pembayaran Upah dalam Islam
Pembayaran upah dilakukan jika fjarahnya adalah suatu pekerjaan maka
pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Jika akad sudah
berlangsung dan tidak diisyaratkan mengenai pembayaran serta tidak ada
ketentuan penangguhannya, maka menurut Abu Hanifah pembayaran upahnya
wajib diserahkan secara berangsur-angsur sesuai dengan manfaat yang
diterimanya, sedangkan menurut Imam Syafi’i dan Ahmad musta’jir berhak
menerima upah ketika pekerjaan selesai dikerjakan.’®
Upah tidak menjadi milik dengan hanya sekedar akad. Mensyaratkan
mempercepat upah atau menangguhkannya sah sesuai dengan kesepekatan
kedua belah pihak. Jika dalam akad tidak terdapat kesepakatan mempercepat
atau menangguhkan, sekiranya kewajiban pembayaran upahnya pada waktu
berakhirnya pekerjaan.®
Upah adalah hak buruh atas kerjanya, bila upah tersebut belum
ditentukan sebelumnya, maka upahnya ditentukan menurut kebiasaan yang
berlaku, dan buruh mempunyai hak untuk menuntut upah yang sesuai kepada
orang yang mempunyai pekerjaan.‘w
Mengenai pembayaran upah ini dijelaskan dalam hadis yang

diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda:

% Sohari Sahrani dan Ruf’ah Abdullah, Fikilh Mu‘amalah, 172.

¥ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, 26.

“ Mahmud Muhammad Bablily, Etika Bisnis Kajian Konsep Perckonomian Menurut Al-
Qur’an & As-Sunnah, (diterjemahkan oleh Rosihin A. Gani, dari kitab Al-Usus al-Fikriyah wa al-
Amaliyah lil’igti Sadi al-Islami), (Solo: CV. Ramadhani, 1990), 141.
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Diriwayatkan dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda:
“Allah Ta‘ala berfirman,” tiga orang di mana Aku akan menjadi lawan
mercka pada hari kiamat:® seorang yang diberi dengan menyebut
nama-Ku kemudian berkhianat, seorang yang menjual orang yang
merdeka kemudian memakan uvang hasil penjualannys, dan seorang
yang mempekerjakan orang lain hingga setelah orang itu
menyelesaikan pekerjaannya ia tidak memberikan upahnya. (HR.
Bukhari)*

Dalam hadis di atas diterangkan bahwa apabila buruh telah
melaksanakan atau menyelesaikan pekerjaannya, tetapi orang yang
mengupahkan (majikan) tidak membayar atau tidak menunaikan kewajibannya
atas buruh secara sempurna, maka Allah akan membela buruh atas orang yang
mempekerjakannya tetapi tidak mau memberikan haknya.

Pada dasarnya pembayaran upah diberikan seketika itu juga, sama halnya
dengan jual beli yang pembayarannya waktu itu juga, tetapi sewaktu perjanjian

boleh diadakan dengan mendahulukan upah atau mengakhirkan upah, jadi

pembayarannya sesuai dengan perj anjiannya.43

“! Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mugirah al-Bukhari, $ahih Al-
Bukhari, 59.

“2 Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulug al-Maram, 404.

> Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad, Kifayah al-Akhyar, 251.
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B. A-‘Urf
1. Pengertian ‘Urf

‘Urf secara etimulogi (bahasa) berasal dari kata ‘arafa, ya‘rufy sering
diartikan dengan al-ma‘ruf (33}553') dengan arti sesuatu yang dikenal.
Pengertian dikenal lebih dekat kepada pengertian diakui oleh orang lain.**

Kata ‘urfsering disamakan dengan kata adat, kata adat berasal dari
bahasa Arab 33& ; akar katanya: ‘ads, ya‘udu (332-32) mengandung arti
perulangan. Oleh karena itu sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum
dinamakan adat. Kata ‘urf pengertiannya tidak melihat dari segi berulang
kalinya suatu pcrbuatan dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut
sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak.*

Adanya dua sudut pandang ini menyebabkan timbulnya dua nama
tersebut, namun sebenarnya tidak ada perbedaan yang prinsip karena dua kata
itu pengertiannya sama, yaitu: suatu perbuatan yang telah berulang-ulang
dilakukan menjadi dikenal dan diakui orang banyak. Dengan demikian
meskipun dua kata tersebut dapat dibedakan tetapi perbedaannya tidak

berarti.*6

* Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, Kamus llmu Usul Fikih, (Jakarta: Amzah, 2005),
333.

* Amir Syarifuddin, Usui/ Figh, Jilid II, (Jakarta: Kencana. Cet. 6, 2011), 387.

“6 Ibid, 388.



33

Menurut Rahman Dahlan, pengertian ‘urf secara terminologi adalah :

2480 < - s, 1. sde 8 TR TR 0. N o es, . o TR AT
BY lo s b 880y 13y Bl g B o IS e ade 13005 Sedt B3I
selis K 5525 3318 Y3

Sesuatu yang menjadj kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam
bentuk setisp perbuatan yang populer di antara mercka, ataupun suvatu kata
yang biasa mercka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian
etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam
pengertian lain.*’

Kata a/-‘adah (kebiasaan) pengertian terminologinya adalah:
Sy dapieh f ok 48155 J340 2 e 53 @ SR

Sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh
akal yang sehat dan watak yang benar.”

Kata al-‘adah disebut demikian karena karena dilakukan secara
berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat. A/-‘urfterdiri dari
dua bentuk yaitu kebiasaan dalam bentuk perkataan dan kebiasaan dalam
bentuk perbuatan. *°

Dalam kajian hukum Islam ‘urf merupakan satu sumber hukum yang
diambil oleh madzhab Hanafi dan Maliki, yang berada diluar lingkup nas. ‘Urf
adalah bentuk-bentuk mu‘amalah (hubungan kepentingan) yang telah menjadi

adat kebiasaan dan telah berlangsung konstan.*

*” Rahman Dahlan, Usil Figh, (Jakarta: Amzah, 2010), 209.

® Ibid.

“ Ibid.

* Muhammad Abu Zshrah, Usil Figih, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), 416.
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2. Dasar-Dasar Kaidah ‘Urf’
‘Urf tergolong salah satu sumber hukum dari usu/ figh yang diambil
dari intisari Al-Qur’an. Antara ayat Al-Qur’an yang menguatkan kaidah ‘urf

adalah QS. Al-A’raf ayat 199:
Tl uﬂf‘:dﬂb PRI

Jadilah Engkau pema'af dan suruhlah orang meageqakan yang ma'ruf,
serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.”

Al-amru bi al-ma‘ruf pada ayat diatas adalah menyuruh kepada yang
ma‘ruf Kata al-ma‘ruf artinya sesuatu yang diakui baik oleh hati. Ayat di
atas tidak diragukan lagi bahwa seruan ini didasarkanpada pertimbangan
kebiasaan yang baik pada umat, dan hal yang menurut kesepakatan mereka
berguna bagi kemaslahatan mereka. Kata al-ma‘rufialah kata umum yang
mencakup setiap hal yang diakui. Oleh karena itu kata g/-ma‘ruf hanya
disebutkan untuk hal yang sudah merupakan perjanjian umum sesama
manusia, baik dalam soal mu‘amalah maupun adat istiadat.>

Kaidah Fikih yang berkaitan dengan ‘urf adalah:
& B

Adat itu dapat menjadi dasar hukum.”

5! Departemen Agama Republik Indonesia, A/-Qur’an dan Terjemahnya, 237

52 Ahmad Mustafa al-Maragiy, Tafsir al-Maragiy, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1974),
281-283.

%3 A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, 8.
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3. Macam-Macam ‘Urf

Para ulama ushul figh membagi ‘urf kepada tiga macam:

a. Dari segi objeknya, ‘wrfini meliputi:

Al-‘urf” al-lafdi adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan
lafal atau ungkapan yang dipahami dan terlintas dalam pikiran
masyarakat, misalnya, ungkapan “daging” yang berarti daging sapi,
padahal kata-kata “daging”’ mencakup seluruh daging yang ada.

Al-‘urf al-‘amali adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan
perbuatan atau mu‘amalah keperdataan. Perbuatan biasa adalah
perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak
terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja
pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat
memakai pakaian tertentu dalam acara-acara khusus. Adapun yang
berkaitan dengan mu‘amalah perdata adalah kebiasan masyarakat
dalam melakukan akad atau transaksi dengan cara tertentu, misalnya
kebiasaan masyarakat dalam berjual beli dengan cara mengambil
barang dan membayar uang, tanpa adanya akad secara jelas, seperti

yang berlaku di pasar-pasar swalayan.>

3 Nasrun Haroen, Usuf Figh, Jilid I (Ciputat: Logos Publishing House, 1996), 139-140.
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b. Dari segi jangkauannya dibagi menjadi :

- Al-‘urf al-am adalah kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi
mayoritas dari berbagai negeri disatu masa, seperti kebiasaan
menyewa kamar mandi umum dengan sewa tertentu tanpa menentukan
secara pasti berapa lamanya mandi dan berapa kadar air yang
digunakan.

- Al-‘urf al- khas adalah kebiasaan yang bersifat khusus dan berlaku
pada masyarakat atau negeri tertentu,” misalnya di kalangan para
pedagang apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli
dapat dikembalikan dan untuk cacat lainnya dalam barang itu tidak
dapat dikembalikan.

¢. Dari segi keabsahannya, dibagi menjadi:

- Al-‘urf as-sahih (‘urf yang absah) adalah kebiasaan yang saling
diketahui orang, tidak menyalahi dalil syari’at, tidak menghalalkan
yang haram dan tidak membatalkan yang wajib, seperti memberi
hadiah sebagai suatu penghargaan atas suatu prestasi.

- Al-‘urf al-fasid (‘urf yang rusak atau salah) adalah kebiasaan yang

saling dikenal orang, tetapi bertentangan dengan syari’at, atau

55 Satria Effendi, Usil Figh, (Jakarta: Kencana, 2009), 154.
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menghalalkan yang haram, atau membatalkan yang wajib,% misalnya
menyajikan minuman memabukkan (khamr) pada acara-acara tertentu.
4. Syarat diterimanya ‘Urf
Para ulama ushul figh menyatakan bahwa suatu ‘urf dapat dijadikan
sebagai salah satu dalil dalam menctapkan hukum syara’ apabila memenuhi
syarat-syarat>’ sebagai berikut:

a. ‘Urf harus berlaku secara umum, artinya ‘urfitu berlaku dalam mayoritas
kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya
dianut oleh mayoritas masyarakat.

b. ‘Urf harus termasuk ‘urf'yang sahif, artinya tidak bertentangan dengan
nash, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung nas bisa diterapkan.

¢. ‘Urf harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan
didasarkan pada ‘urf

d. “Urf harus tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas
dalam suatu transaksi, artinya dalam suatu transaksi apabila kedua belah
pihak telah menetukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan. Seperti
dalam membeli lemari es, disepakati oleh pembeli dan penjual secara jelas
bahwa lemari es itu dibawa sendiri oleh pembeli ke rumahnya, meskipun

‘urf menentukan bahwa lemari es yang yang dibeli akan diantarkan oleh

*® Abdul Wahab Khallaf, Zimu Usil Figh, (ditetjemahkan oleh Halimuddin), (Jakarta: PT.
Rineka Cipta, 1993), 104-105.
%" Nasrun Haroen, Usil Figh, 143.
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pedagang ke rumah pembeli, tetapi karena dalam akad secara jelas mercka
telah sepakat bahwa pembeli akan membawa sendiri barang tersebut ke

rumahnya, maka ‘wrftidak berlaku.

5. Kedudukan ‘Urf dalam Menetapkan Hukum
Pada dasarnya semua ulama menyepakati kedudukan al- ‘urf as-sahihah
sebagai salah satu dalil syara’, akan tetapi diantara mereka terdapat perbedaan
pendapat dari segi penggunaanya sebagai dalil.

Kalangan ulama yang mengakui ‘urf merumuskan kaidah hukum yaitu:
&5 b3l

Adat itu dapat menjadi dasar hukum.>
Adat itu dapat menjadi dasar hukum sebagaimana yang dijelaskan oleh
Jalaluddin Abdurrahman. Menurut Jalaluddin Abdurrahman bahwa banyak
ketentuan fikih yang diambil dari adat istiadat perfama, adalah usia datang
haid, usia baligh, usia bermimpi, penentuan jumah hari haid, hari nifas, dan
masa suci menurut kebiasaannya, najis yang dimaafkan, panjang dan pendek
dalam menyambung sembahyang jamak dan khotbah juma’at dan ijab qabul,
salam dan jawabannya. Semua ini berlaku menurut adat istiadat. Kedus,
dianggap adat kebiasaan apabila berlaku terus menerus, tetapi kalau terputus-

putus tidaklah dianggap sebagai adat kebiasaan.*

** A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikit, 78. '
% Jalaluddin Abdurrahman, Lima Kaidah Pokok dalam Fikih Mazhab Syafi’i, (Surabaya: PT.
Bina Iimu, 1986), 164-166.
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Secara umum ‘urf diamalkan oleh semua ulama figh, terutama
dikalangan ulama mazdhab Hanafiyah dan Malikiyah. Ulama Hanafiyah
menggunakan istifsan dalam berijtihad, dan salah satu bentuk istihsan itu
adalah istihsan al-‘urf yaitu, pengecualian hukum dari prinsip syariah yang
umum, berdasarkan kebiasaan yang berlaku.®® Oleh ulama Hanafiyah, ‘urf
didahulukan atas giyas khafi yaitu qiyas yang ‘illahsya tidak disebutkan
dalam nas secara nyata, sehingga untuk menemukan ¢//ah hukumnya
membutuhkan ijtihad.®’ Ulama Hanafiyah juga mendahulukan ‘urf atas nas
yang umum. Ulama Malikiyah menjadikan ‘urf atau tradisi yang hidup
dikalangan ahli Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan
mendahulukan dari hadis ahad. Sedangkan ulama Syafi’iyah menggunakan
‘urf dalam hal-hal yang tidak menemukan ketentuan batasannya dalam syara’
maupun dalam penggunaan bahasa.

Contoh penggunaan ‘urf sebagai pedoman ialah tentang usia wanita
yang haid, usia baligh, usia mimpi dewasa, masa haid, nifas dan suci, ditinjau
dari masa minimal dan maksimalnya, ukuran yang dipandang sedikit dan
banyaknya sesuatu, perbuatan-perbuatan yang dipandang membatalkan shalat,
tentang ukuran sedikitnya najis yang dimaafkan, tentang batasan-batasan

waktu, tentang tenggang waktu dalam hal berurutan ketika berwudhu’, dan

€ Rahman Dahlan, Usil Figh, 202.
! Ibid, 175.
8 Amir Syarifuddin, Usil Figh, 399.
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ijab qabul tentang tenggang waktu dalam pengembalian barang yang telah
dibeli karena cacat, tentang bolehnya memungut buah-buahan milik orang
lain yang jatuh, dan tentang ukuran berat dan sukatan, yang semuanya belum
dikenal pada masa Rasulullah SAW. Semua itu menurut pendapat yang kuat
berpedoman kepada adat yang berlaku pada suatu tempat.%

Adapun ‘urf yang rusak, maka tidak harus memeliharanya, karena
memelihara itu bertentangan dengan dalil syara’. Apabila manusia telah saling
mengerti akad diantara akad-akad yang rusak seperti akad r7ba dan akad garar,
maka bagi ‘urf tidak mempunyai pengaruh dalam membolehkan akad ini.
Akan tetapi dalam contoh akad ini ditinjau dari segi lain, yaitu bahwa akad ini
apakah dianggap termasuk darurat atau kebutuhan, artinya apabila akad
tersebut membatalkan berarti menipu peraturan kehidupan manusia atau
mereka akan memperoleh kesulitan atau tidak. Maka jika hal itu termasuk
darurat atau kebutuhan mereka maka hal itu diperbolehkan, karena darurat itu
memperbolehkan hal-hal yang telah diharamkan, sedangkan kebutuhan itu
bisa menduduki tempat kedudukan darurat, dan jika bukan termasuk darurat
dan bukan juga termasuk kebutuhan mereka maka akad tersebut dihukumi

batal berdasarkan ini ‘urftidak diakui.%*

¢ Rahman Dahlan, Usil Figh, 214.

® Abdul Wahhab Khallaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Usilul Figh), (diterjemahkan
oleh Noer Iskandar al-Barsany dan Moh. Tolchah Mansoer), (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet.
VIII, 2002), 133



